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TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SEKOLAH NENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMKN) 6 PALOFO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dai Pembangunan Unit Sekolah Baru, maka
perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional bagi SMKN 6 Palopo sebagai
landasan hukum dalam melalsanakan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga pendidikan formal;

b. bahwa untuk maksud diktum a di atas, dipandang perlu menetapkannya
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200z Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 418€);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah ditbah beberapakall dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Republik Indoresia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen ( Lembaran Negera Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4585 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembzan Negara Republik Indonesia Nomor
3413), sebagaimana telah diukah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 1998 (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Neg:ira Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)




7.

8.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah ©Otonomi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 3848).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidiken Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2013 Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941}

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, TambakFan Lembaran Negara Republik Indonesia
NMomor 5105), sebagaimana telzh diubah dengan Peraturan Pemerintah
NMomor 66 Tahun 2010 {Lembaray Negara Republik Invdonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembz-an Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Rasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan 4an Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

13.Keputusan Menteri Pendidikann Nasional Republik Indonesia Nomor

060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

14.Peraturan Daerah Xota Palgpo Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor
S Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderz Pendididkan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 tancgal 4
Desember 2013 tentang Spextrum Pendididkan Menengah Kejuruan.
Memutuskan:
Menetagkan :
PERTAMA :  Memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan

kepada SMK Negeri 6 Palope Bidang Keahlian Senl Pertunjuken, Program
Keahlian 1. Seni Musik dengan Palet Keahlian Seni Musik Non Klasik dan
Seni Musik Klasik;

KEDUA :  SMK Negeri 6 Palopo dapat melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Pelajaran 2014/2015;




KETIGA

M

Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akanr diadakan
perbaikan sebagaimana mestirya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

. fANDLSﬂZTI RAJA, S.Pd..M.M

' :Panaca"t: Pembina
NIP. 19681222 199412 1 001

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Direktorat Jenderal Pendididkan Menengah di Jakarta;

3. Cirektur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;

Nawns

Wallkota Palopo di Palopo;
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel di Makassar;

Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo
Arsip




